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Obyek Pajak yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan bersifat " Global
Taxation" yaitu sistem pengenaan pajak atas penghasilan dengan cara menjumlahkan semua jenis tambahan
kemampuan ekonomis dimanapun didapat, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
Kemudian atas jumlah seluruh penghasilan tersebut diterapkan suatu struktur tarif progresif yang berlaku
atas semua Wajib Pajak.

Penghasilan yang diperoleh dari bunga yang berasal dari deposito/ tabungan, merupakan tambahan
kemampuan ekonomis yang merupakan obyek pajak. Namun dalam pel aksanaannya, atas penghasilan itu
dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah dengan tarif flat dan bersifat final, kecuali
yang diperoleh oleh Wajib Pgjak Bank. Dengan demikian menimbulkan permasalahan yaitu apakah
pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas bunga deposito dan tabungan yang diperoleh Wajib
Pajak selain Bank sudah sesuai dengan azas keadilan, dan bagaimana akibatnya terhadap Penghasilan Kena
Pajak Wajib Pajak yang bersangkutan.

Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis apakah ketentuan tersebut telah tepat ditinjau dari azas
keadilan, dan apakah akibatnya terhadap penghasilan kena pajak serta pajak penghasilan yang seharusnya
terutang apabilatidak diberlakukan ketentuan tersebut. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam
penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analitis, dengan tehnik pengumpulan data berupa studi
kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait.

Dari hasil pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa pengenaan pajak penghasilan atas bunga deposito dan
tabungan tidak memenuhi azas keadilan, baik keadilan horisontal maupun vertikal. Selain itu ketentuan final
mempunyai akibat terhadap penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan yang seharusnya terhutang.
Menerapkan kembali tarif umum yang progresif dan tidak final Iebih mencerminkan keadilan. Selanjutnya
perlu ditinjau kembali ketentuan dalam Undang-undang yang memberi wewenang terlalu besar kepada
Peraturan Pemerintah untuk mengatur sendiri perlakuan PPh atas jenis-jenis penghasilan tertentu.
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